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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI 
BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA 
MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  

ABSTRAK :  - Bahwa untuk simplifikasi skema pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, 
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pemberian Subsidi Bunga/Subsidi 
Margin dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.93, TLN 
No.4866), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6485), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 N0.131, TLN 
No.6514), Perpres RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres RI 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Subsidi bunga/subsidi margin diberikan kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah, dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rpl0.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). Debitur harus memenuhi kriteria memiliki baki debet 
kredit/pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020, tidak termasuk dalam daftar 
hitam nasional untuk plafon kredit/pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah), memiliki kategori performing loan lancar dihitung per 29 Februari 2020, 
dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak.  

Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan penyalur kredit/pembiayaan yang 
terdaftar di OJK. Pengawasan intern terhadap pemberian subsidi bunga/subsidi margin 
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama 
Menteri selaku BUN. Aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah 
daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya terkait 
pemberian subsidi bunga/ subsidi margin. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 65/PMK.05/2020 (BN 
Tahun 2020 No.575), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 9 Juli 2020. 

  - Lampiran halaman 25 s.d. 34. 

 


